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PUTUSAN
Nomor 1064/Pdt.G/2018/PA.Kis

- AL &
)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir kisaran, 06 Januari 1991, agama
Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Kabupaten Asahan sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 24 April 1991, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Asahan

sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 26 September
2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Nomor
1064/Pdt.G/2018/PA Kis, tanggal 26 September 2018, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada
tanggal 20 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor :
230/28/V11/12016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan tanggal 20 Juli 2016.
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal
bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 1
minggu, kemudian pindah lagi, terakhir dirumah orang tua Tergugat di
Mutiara.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan
sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 1
(Satu) orang anak bernama : Anak kandung, berumur 1 tahun;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2017 selalu saja terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
a. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat,
b. Tergugat tidak perduli terhadap kebutuhan rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada akhir tahun 2017 dimana Tergugat mengusir
Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan Tergugat memasukan
barang-barang Penggugat kedalam Goni dan mengantarkan nya kerumah
orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi
bersama karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya sebagaimana
alamat Penggugat diatas;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi
tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena
Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan
kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas
I.B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya
memberikan putusan sebagai berikut :
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Kisaran, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) nomor : 1064/Pdt.G/2018/PA.Kis tanggal 02-10-2018, 11-10-2018 dan
19-10-2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalii Penggugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A.

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/28/VII/2016 yang
dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat tanggal
20 -07- 2016, yang telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan

aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai. (P).
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B.
Saksi:

I Saksi | umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat kediaman di Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan
Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang
tua Penggugat kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah orang
tua Tergugat di Mutiara;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul
layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak seorang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
damai namun sejak bulan Mei 2017 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat langsung pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa peneybab pertengkara antara Penggugat dan Tergugat
adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang member
uang belanja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
tanggal 30 Juni 2017, Penggugat diusir oleh Tergugat dan sampai
saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat
namun Tergugat mengusir keluarga Penggugat sehingga upaya
damai tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan
Pengggat dan Tergugat lagi karena Tergugat sudah tidak ingin
didamaikan begitu juga debgan Penggugat;
Il. Saksi Il umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat kediaman di Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan
Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang
tua Penggugat kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah orang
tua Tergugat di Mutiara;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul
layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak seorang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
damai namun sejak bulan Mei 2017 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat langsung pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa peneybab pertengkara antara Penggugat dan Tergugat
adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang member
uang belanja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
tanggal 30 Juni 2017, Penggugat diusir oleh Tergugat dan sampai
saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat
namun Tergugat mengusir keluarga Penggugat sehingga upaya
damai tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi
mendamaikan Pengggat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak
ingin didamaikan begitu juga debgan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
nomor : 1064/Pdt.G/2018/PA.Kis tanggal 02-10-2018, 11-10-2018 dan 19-10-
2018 vyang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Penggugat
dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai
Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat,
dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1)
R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat
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sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan
oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai bukiti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat dan Terakhir tinggal bersama di rumah orang

tua Tergugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017
mulai terjadi percekcokan dan pertengkaran;

4. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja

sehingga nafkah jarang diberi;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan
Juni 2017, Penggugat diusir oleh Tergugat;

6. Bahwa upaya damai tidak dapat dilaksanakan karena kedatangan

keluarga Penggugat tidak diterima dan diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
setidaknya sejak bulan Mei 2017 sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;
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2. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah

tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga saat gugatan ini diajukan;

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk

dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surah Ar-Rum ayat 21;
- o v T T - - %

Lell 58l 17 2slfuisl §050 515 Lestls Bos
= w . . N L _
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir’. (QS. Al-Rum: 21)

2. Al-Quran surah al-Bagarah ayat 231;
o w _ s 9
o3 Dlsio 5355l Vs
Artinya:“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu)

untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu

telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Bagarah: 231)
3. Al Hadis,
wilad ) 1aly il lally xozly dlog a2lo (ul oly, (Glus Y5 550 Y
Jsigudls
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Artinya: “Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan
kemudharatan bagi orang lain”. (HR. lbnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani,
Daruquthni, Baihaqi )

4. Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang
berbunyi :
lasll Lz (e 3383 ywlaall €55

Artinya :*Menghindarkan  kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan

daripada mendambakan manfaat”.

5. Pendapat para Fuqoha:
231 13] 3yl ol s cllas Ol a3530 &I lle ALY Cubs
2 > ¢ aiall aas( syisell 355 455 Elatud Y 1510 g o)l 5150
289 ). o
Artinya : “Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim
untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya
telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi

membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu”. (Figih
Sunnah: 2/289);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan
dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp411000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Khairuddin,
M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH dan Hj. Devi Oktari, S.HI., MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 24
Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriah, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Rahmat, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra. Shafrida, SH Drs. Khairuddin, M.H
Hakim Anggota,

Hj. Devi Oktari, S.HI., MH
Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Perincian biaya :
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Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 50.000,00
Panggilan Rp320.000,00
Redaksi Rp 5.000,00
Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp411.000,00
( empat ratus sebelas ribu rupiah )
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